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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BONTANG
NOMOR: 06 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPID PEMBANTU)
DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BONTANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG

Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan
dokumentasi yang efektif pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Bontang, maka perlu menunjuk
Pejabat Pengelola Informast dan Dokumentasi Pembantu (PPID
Pembantu).

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang.

Mengingat - 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembarana Negara RI Nomor 3962);

2. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 604),

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik,

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturanb Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010
tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor,
05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan tata Kelola
keamanan informasi bag penyelengara pelayanan pubilk.
Keputusan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan
Penetapan Pejabat Pengelola Informast dan Dokumentasi
Pembantu (PPID Permbantu) Kota Bontang,



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Keputusan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID
Pembantu) Kota Bontang

MEMUTUSKAN

Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Pembantu (PPID Pembantu) di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Bontang.

Menunjuk nama - nama tersebut pada lampiran ini sebagai Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022.

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas:

1. Memberikan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada
publik berdasarkan Undang - undang yang berlaku.

2. Membantu PPID Kota Bontang dalam memberikan Layanan
Informasi kepada publik sesuai dengan keperluannya.

3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan
dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana.

4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau
tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik.

5. Mengkonsultasikan ke PPID Kota Bontang mengenai informasi
yang dikecualikan.

6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan
berkala kepada PPID Kota Bontang melalui kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Bontang membentuk sekretariat pengelolaan
informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Pengarah, PPID
Pembantu, Bidang Fasilitasi Sengketa informasi, Bidang Pengolahan
Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi, dan Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua
PPID Pembantu wajib berpedoman kepada peraturan perundangan
yang berlaku dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdaat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
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LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG

NOMOR : 06 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)
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SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFROMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)

Pengarah . 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota
Bontang
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Kota Bontang

PPID Pembantu - Kepala Bidang Perlindungan Anak
Bidang Fasilitasi - Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan

Bidang Pengolahan : 1. Pranata Humas
Data Dan Klasifikasi 2. Kasubbag Perencanaan

Informasi

Bidang Pelayanan  : Kepala Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Informasi Dan

Dokumentasi

Sekretariat . 1. Sayid M Faizal

2. Miftah Faridl

3. Rifki Faadhilah Irianto
4. Vrisca Rizkyana

5. Khusnul Khatimah

6. Elyani Aditya M Lestari




